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BAB V 

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan pembahasan dan analisa hukum yang telah dipaparkan, 

penulis legal memorandum memberikan kesimpulan pendapat hukum dan 

rekomendasi untuk membantu permasalahan hukum dari Tommy sebagai berikut: 

A. Pendapat Hukum 

Hak milik atas rahasia dagang perlu dilindungi sebagai bentuk 

penghargaan atas waktu, biaya dan jerih payah sang penemu. Hal ini penting agar 

jerih payah sang penemu tidak diambil oleh orang lain untuk mencari keuntungan 

pihak lain. Rahasia dagang ialah hasil dari sebuah olah pikir dan rasa sang penemu, 

sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya secara leluasa karena rahasia 

dagang tersebut telah menjadi kepemilikan yang sifatnya pribadi.28 

Rahasia dagang memenuhi unsur benda sebagaimana diatur dalam Pasal 

499 KUH Perdata sehingga dapat dimiliki menjadi hak milik yang dapat 

sepenuhnya dinikmati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Karena rahasia dagang ini merupakan benda yang dapat dijadikan hak 

milik, maka menjadi sah kepada pemilik rahasia dagang untuk melakukan upaya-

upaya yang semestinya untuk melindungi resep kopi kepunyaannya. Sebagaimana 

telah dijelasnya dalam bab sebelumnya bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan 

 
28 Riandhani Septian Chandrika, 2019, “Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia 

Dagang Di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, VolII/No-01/Februari/2019, 

Universitas Airlangga, hlm. 19. 
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sebagai langkah preventif untuk melindungi rahasia dagang resep kopi Kedai Kopi 

Shankara adalah: 

1. Memasukkan klausula non-kompetisi agar dapat mengurangi resiko 

penyalahgunaan kekayaan intelektual rahasia dagang resep kopi apabila 

perjanjian waralaba berakhir dan tidak ada perpanjangan lagi. 

2. Membuat perjanjian lisensi dengan penerima waralaba sebelum membuat 

perjanjian waralaba agar nantinya dapat menjadi bukti yang kuat bahwa 

penerima waralaba menerima tangung jawab saat menerima izin pemanfaatan 

rahasia dagang resep kopi. 

3. Memasukkan klausula kerahasiaan (confidentiality) ke dalam perjanjian 

lisensi sebelum didaftarkan agar dapat saling memahami secara jelas 

tanggung jawab yang harus dipikul setelah menerima lisensi penggunaan 

rahasia dagang. 

4. Memasukkan klausula jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan rahasia 

dagang. Hal ini dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang apabila ia ingin 

mengurangi resiko terungkapnya rahasia dagang setelah perjanjian waralaba 

berakhir. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan pendapat hukum yang telah dijelaskan, rahasia dagang berupa 

resep kopi yang merupakan akar dari bisnis Kedai Kopi Shankara wajib dilindungi 

karena merupakan hak milik yang tidak berwujud. Pelindungan yang tepat 

diberikan adalah dengan mekanisme perjanjian lisensi yang resmi terdaftar di 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Perjanjian lisensi yang dibuat 
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sebaiknya mencantumkan klausula atau pasal kerahasiaan di dalamnya. Penulis 

menyarankan agar pemilik rahasia dagang sekaligus pemberi waralaba melihat 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian lisensi sebagaimana 

telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. 

Setelah perjanjian lisensi dibuat maka dapat dilanjutkan dengan membuat 

perjanjian waralaba dengan mencantumkan klausul mengenai kerahasiaan dan non-

kompetisi sekaligus nomor perjanjian lisensi yang telah terdaftar. Dengan adanya 

pengetahuan dan pertimbangan maka dapat dilakukan upaya yang tepat untuk 

melindungi kekayaan intelektual rahasia dagang berupa resep kopi tersebut.
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